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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika di Kota Batam dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Untuk itu

diperlukan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara

non penal sebagai langkah pencegahan kenaikan angka pengungkapan kasus

tindak pidana narkotika dan psikotropika di Kota Batam. Penanggulangan

Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta

Barelang Di Kota Batam ialah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Penyuluhan Tentang Anti Narkoba dan Bahaya

Penyalahgunaan Narkoba.

b. Melakukan Razia dan Pemeriksaan Urine

c. Melakukan Pengawasan Jalur Ilegal

2. Dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana narkotika dan

psikotropika ditemukan kendala. Kendala-kendala dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta

Barelang Di Kota Batam, antara lain:

a. Kurangnya Jumlah Personil

b. Anggaran yang dimiliki terbatas

c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki

3. Terhadap kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana

narkotika dan psikotropika secara non penal Di Kota Batam, Polresta

Barelang melakukan optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkotika
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dan psikotropika secara non penal, optimalisasi yang dilakukan Polresta

Barelang, yaitu:

a. Mendirikan kampung tangguh bersih narkoba

b. Menciptakan lingkungan perusahaan bersih dari narkoba

c. Bersinergitas dengan kelompok sadar keamanan dan ketertiban

masyarakat Bhayangkara Polresta Barelang Batam.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan ketelitian, keefektifan, integritas, pemanfaatan secara

optimal terhadap jumlah personil, anggaran dan sarana prasarana dalam

pencapaian target kerja dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan

psikotropika.

2. Perlu ditingkatkan evaluasi dan monitoring setiap tindakan yang dilakukan

terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika minimal

dilaksanakan enam bulan sekali agar ditemukan model tindakan yang lebih

baik.

3. Pentingnya pemetaan oleh pihak kepolisian tentang kawasan-kawasan yang

dianggap rawan atau sangat rawan di antara pulau-pulau yang ada serta

pemetaan tentang jalur-jalur potensial masuk dan keluarnya narkoba dari

dan keluar Kota Batam
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